BAB  IV
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2014 adalah Tahun Emas, Tahun Politik dan tahun momentum untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah ditengah perjalanan pemerintahan yang mendasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Utara 2010-2015. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya  memonitoring dan mengendalikan kearah sesuai RPJMD yang disusun. Pentingnya monitoring bertujuan untuk mensinkronkan seluruh rencana pembangunan baik horizontal antar SKPD provinsi melalui Renstra dan Renja-nya, demikian juga secara vertikal bagi RKPD kabupaten dan kota. 

Sinkronisasi pembangunan juga diperlukan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan dengan RPJM Nasional serta dengan berbagai strategi yang tertuang dalam RPJP Nasional dan MP3EI. Berkaitan dengan sinkronisasi ini maka prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, harus mampu dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional. Disamping itu,Sulawesi Utara mengakhiri paruh pertama RPJMD 2011-2015, harus menyesuaikan dengan Master Plan ASEAN Connectivity. Master Plan tersebut memberikan makna penting bagi percepatan pembangunan ekonomi Sulawesi Utara setelah Pelabuhan Bitung menjadi jalur laut penting dari Negara ASEAN lainnya. Jika dikaitkan dengan MP3EI maka kebijakan tersebut sangat bersinergi dalam memantapkan Sulawesi Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia bagian Utara. 

Provinsi Sulawesi Utara semakin memiliki makna dalam NKRI dengan eksistensinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan fakta kesejahteraan ekonomi yang relative lebih baik  dari provinsi tetangga. Walaupun memiliki luas geografis terkecil, namun PDRB/kapita relative masih lebih tinggi yakni sekitar 18,28 juta Rupiah/tahun 2011; sedangkan Gorontalo hanya sekitar 8,80 juta Rupiah/tahun, Provinsi Maluku sekitar 6,24 juta Rupiah/tahun, dan Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 16,35 juta Rupiah/tahun. PDRB/Kapita menjadi ukuran kapasitas kemampuan rata-rata masyarakat yang merupakan ukuran inti dari tingkat kesejahteraan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara sejak 2008 sampai dengan 2012 mengalami perkembangan yang menggembirakan yakni di atas 7 %; dan khususnya pada 2012 mengalami pertumbuhan 8 %. Pertumbuhan sepanjang lima tahun terakhir ini lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diprediksi akan terus meningkat di waktu mendatang, mengingat berbagai infrastruktur dalam kategori mega sedang dipersiapkan untuk dibangun. Investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi akan terjadi spill over, di mana akan semakin membesar di masa mendatang, dengan asumsi jika perekonomian global akan membaik dan tingkat perkembangan perekonomian nasional dapat terus dipertahankan. 

Kinerja tersebut didukung dengan keberadaan kantor bank yakni terdiri dari 25 bank umum konvensional, 3 bank umum syariah, dan 17 bank perkreditan rakyat (BPR). Berdasarkan jaringan kantornya, bank umum konvensional memiliki 250 kantor, bank umum syariah 13 kantor, dan BPR memiliki 48 kantor. 

Dalam MP3EI memberikan makna penting bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk berperan aktif dalam menggerakkan koridor Sulawesi yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian termasuk agroindustri. Sektor pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Tanaman pangan Sulawesi Utara berpotensi untuk pengembangan padi dan palawija serta hortikultura. Pada sub-sektor perkebunan masih berpeluang untuk mengembangkan komoditi kelapa, pala, cengkih dan lainnya. Bagi sub-sektor peternakan masih berpeluang untuk  pengembangan ternak unggas dan ternak besar seperti Sapi, Babi, dan lainnya. Adapun sub-sektor perikanan masih sangat berpotensi untuk perikanan darat (kolam, sungai, danau) dan perikanan laut (tangkap dan budidaya); sedangkan sub-sektor kehutanan masih berpotensi untuk hutan tanaman industri dan pengembangan suaka alam serta pemantapan fungsi hutan lainnya. 

Potensi pengembangan sektor pertanian tersebut sangat didukung oleh sumberdaya alam terutama air dan kesuburan tanah. Sumberdaya air yang mendukung pertanian tercermin pada keberadaan sungai, danau, air tanah; secara khusus untuk luas pantai dan laut menopang potensi pengembangan ikan dan hasil laut lainnya. Struktur tanah yang subur tidak terlepas dari kondisi tanah pertanian yang di-supply berkelanjutan oleh vulkanic gunung berapi. 

Berkaitan dengan potensi pengembangan sektor pertanian tersebut, maka telah dimaknai pengembangan usaha hilirnya yakni agroindustri yang salah satu implementasinya terjabar pada upaya menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Merah Bitung. Sampai saat ini KEK telah memasuki tahap akhir kajian yang diharapkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat. Keseriusan pemerintah daerah tampak dari upaya menghubungkan pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan KEK tersebut, seperti: pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, upaya mengembangkan pelabuhan internasional Bitung, persiapan pembangunan bendungan, Infrastruktur penunjang lain seperti listrik, air baku, komunikasi, TPA, jalan penghubung ke daerah kabupaten/kota lainnya, terus diupayakan melalui koordinasi dengan pihak terkait baik antar institusi pemerintah (daerah dan nasional) serta badan usaha milik Negara dan daerah, serta lainnya yang terkait. 


Untuk pencapaian momentum pembangunan  akan dijabarkan pada program kegiatan SKPD pada tahun rencana dan perkiraan maju tahun berikutnya seperti pada tabel di BAB V.  Dengan demikian  mekanisme perencanaan yang baik akan di mulai dengan mengevaluasi agenda pembangunan daerah yang di mulai dengan korelasi antara VISI, MISI, tujuan dan sasaran pembangunan seperti pada tabel ( 4.1) berikut ini
A. Vi si Provinsi Sulawesi Utara
Dalam  Tahun periode 2010-2015, Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara adalah “MENUJU SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera. 

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun  2010-2015 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yaitu Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera. 

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya” adalah terwujudnya masyarakat yang tetap memegang teguh kearifan lokal dengan prinsip Sitou Timou Tumou Tou yang tercermin dalam budaya mapalus, mapaluse, dan moposat.  Masyarakat Sulawesi Utara memiliki karakter yang mampu menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais, berkeadilan serta berkepribadian/berjatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan, dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.  

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Berdaya Saing” adalah terwujudnya seluruh masyarakat yang sehat, cerdas untuk menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional. 

Kalimat “Rakyat Sulawesi Utara yang Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan, dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki penghidupan yang layak, bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa, dan makmur.

B. Misi Provinsi Sulawesi Utara
Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera”, maka ditetapkan “Misi” Sulawesi Utara 2010-2015 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut. 

1. Sulawesi Utara yang Berbudaya:
a. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin

b. Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia.
2. Sulawesi Utara yang Berdaya Saing:
a. Memantapkan penerapan Clean Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal.

b. Mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang,  cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi. 

c. Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional, dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi.

d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.

e. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.
f. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasific.

g. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara.

h. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.

i.  Memantapkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah.

j.  Menyediakan infrastruktur publik yang memadai.

3. Sulawesi Utara yang Sejahtera : 
a. Mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim.

b. Melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan  memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak, dan lanjut usia.

c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh, dan pegawai). 

C.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sulawesi Utara 

Secara Umum Tujuan Pembangunan Daerah adalah : “Mempersiapkan Sulawesi Utara menjadi provinsi yang maju, yang berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan pelibatan secara langsung warga masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera ”. 
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
	Visi : “Menuju Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing. dan Sejahtera

	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	Misi I : 

Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan dan hak asasi manusia dan kesetaraaan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin
	1.1 Mewujudkan demokrasi dan supremasi hukum

1.2 Mewujudkan penegakan hak asasi manusia
1.3 Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin

1.4 Mewujudkan landasan etik dan moral yang mantap

1.5 Mewujudkan kesetaraan gender


	1.1.1 Terwujudnya sinkronisasi aparat penegak hukum dan jajarannya.
1.1.2 Terselenggaranya pengkajian, pengendalian, dan evaluasi produk hukum daerah serta penyebaran peraturan perundang-undangan daerah
1.2.1 Terlaksananya  Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA). 
1.3.1 Terwujudnya kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.3.2 Terwujudnya rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya)

1.4.1 Terlaksananya peran dan fungsi lembaga keagamaan dan pendidikan dalam kerukunan umat beragama

1.4.2 Terlaksananya fungsi pranata sosial masyarakat (keluarga, kepanduan, paguyuban) dan peran kelompok profesional

1.5.1 Meningkatkan  kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan

1.5.2 Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat

	Misi II : 

Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia.
	2.1 Memelihara dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk menjadi warisan dunia.

2.2 Memelihara dan mengembangkan potensi alam daerah untuk menjadi warisan dunia.


	2.1.1 Terwujudnya sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat dan bahasa daerah.
2.1.2 Terwujudnya status kawasan konservasi menjadi kawasan konservasi dunia (World Heritage Sites, Cagar Biosfer).
2.2.1 Terwujudnya Pelestarian kawasan konservasi (Taman Nasional: Bunaken, dan Bogani Nani Wartabone; Cagar Alam: Tangkoko, Dua Sudara; Suaka Margasatwa: Manembo-nembo, Karakelang; Taman Wisata Alam: Batu Putih, Batu Angus).
2.2.2 Terwujudnya daerah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
2.2.3  Terwujudnya kawasan konservasi baru termasuk pengembangan Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA).
2.2.4 Terwujudnya Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (Cagar Budaya).
2.2.5 Terlaksananya pengembangan penulisan buku dan pemberian penghargaan bagi penulis daerah.
2.2.6 Terlaksananya program pembangunan yang berwawasan lngkungan dan berkelanjutan.


	Misi III : 

Memantapkan penerapan Clean Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal
	3.1 Memantapkan pelaksanaan birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, dan non-diskriminatif.
3.2 Mengoptimalkan pelayanan publik.
3.3  Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran.

3.4. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Ketaatan Aparatur Pemerintah Daerah

	3.1.1 Terlaksananya reformasi birokrasi.
3.1.2 Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik
3.1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
3.1.4 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3.1.5 Terlaksananya keberlanjutan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi, kab/kota
3.2.1 Terwujudnya pelayanan perijinan terpadu di seluruh kabupaten/kota.
3.2.2 Terwujudnya inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk upaya pengembangan program non budgeter.
3.2.3 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD) pemerintah provinsi yang transparan dan akuntabel.
3.2.4 Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama APBD.
3.3.1  Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan Produk DPRD.
3.4.1. Meningkatnya hasil penilaian kriteria kelayakan penyelenggaraan diklat sesuai standar LAN RI pada unsur tenaga kediklatan, program diklat dan fasilitas diklat. 

3.4.2. Terwujudnya aparatur sebagai anggota korpri yang bebas KKN dan disiplin. 

3.4.3. Terbinanya PNS dan meningkatkan  kekuatan lembaga Korpri sebagai wadah aparatur birokrasi di daerah Provinsi  Sulawesi Utara.

3.4.4. Terciptanya aparatur birokrasi yang berdaya saing dan sejahtera.

3.4.5. Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3.4.6. Terwujudnya program dan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota 

 

	Misi IV:

Mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang,  cerdas, berdaya saing tinggi,  dan berprestasi
	4.1   Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
4.2  Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi.

4.3 Mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai dengan tujuan MDGs dan SPM.

	4.1.1 Terwujudnya wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.
4.1.2 Terlaksananya percepatan penuntasan buta aksara.
4.1.3 Terlaksananya pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi.
4.1.4 Terlaksananya sarana dan mutu pendidikan nonformal.
4.1.5 Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan.
4.1.6 Tersedianya fasilitas pendidikan PAUD, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa.
4.1.7  Terwujudnya pendidikan budi pekerti sejak dini.
4.1.8 Terlaksananya peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan dan kearsipan
4.1.9 Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan, geothermal dan vulkanologi di Indonesia Timur.                                   nn
4.1.10 Terlaksananya manajemen berbasis sekolah.
4.2.1 Terlaksananya mutu pendidikan kesehatan,  kejuruan dan politeknik.
4.2.2 Terlaksananya standar infrastruktur sekolah-sekolah.
4.2.3 Terlaksananya kesejahteraaan pendidik dan tenaga kependidikan
4.2.4 Terwujudnya laboratorium penelitian terpadu.
4.2.5 Terlaksananya Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
4.2.6 Terwujudnya kelembagaan sekolah yang berstandar nasional dan internasional.
4.3.1 Terlaksananya peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.

4.3.2 Terlaksananya prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atli-atlit daerah

4.3.3 Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional maupun internasional melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga berstandar Internasional serta mempersiapkan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen olahraga nasional

4.3.4 Terwujudnya pemuda yang berwawasan kebangsaan
4.3.5 Terwujudnya pengembangan teknologi informasi kesehatan
4.3.6 Terwujudnya kesejahteraan bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan.
4.3.7 Terwujudnya perhatian pada fasilitas kesehatan (formal dan informal)
4.3.8 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan


	Misi V : 

Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional, dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi.
	5.1 Memantapkan peran pelaku bisnis dalam perekonomian.
5.2 Meningkatkan ekonomi masyarakat.
5.3 Mengembangkan usaha mikro terutama untuk membuka lapangan kerja dan ketahanan ekonomi keluarga.

5.4 Memantapkan dan mengoptimalkan fungsi kelembagaan koperasi.


	  

5.1.1 Terwujudnya database perekonomian dan pusat informasi bisnis, termasuk database usaha mikro.

5.2.1 Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK 

5.3.1 Terlaksananya deregulasi Peraturan Daerah (PERDA) yang menghambat investasi dan menetapkan PERDA yang mendorong akselerasi perekonomian daerah
5.3.2 Peningkatan kolaborasi antara permerintah dan swasta (Public Private Partnership)
5.3.3 Terlaksananya aksesibilitas permodalan, pemasaran, dan teknologi
5.3.4 Terlaksananya promosi produk UMKM.
5.3.5 Terlaksananya penguasaan teknologi.
5.3.6 Terwujudnya kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (franchise), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (joint venture), bagi hasil, dan penyumberluaran (outsourcing).
5.3.7 Terwujudnya wiraswasta perempuan dan pemuda lokal (local women and young entrepreneur).
5.4.1 Terlaksananya fungsi kelembagaan koperasi.

5.4.2 Terwujudnya peningkatan jumlah koperasi aktif , UMKM dan wirausaha baru.
5.4.3 Terwujudnya ekonomi kreatif lokal


	Misi VI : 

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab
	6.1 Menerapkan penguasaan teknologi informasi dalam pelaksanaan e-government.
6.2 Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
6.3 Memperluas pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

	6.1.1 Terwujudnya sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota.
6.2.1 Terlaksananya e-government

6.3.1 Terwujudnya fasilitas media massa

6.3.2 Terlaksananya sistem informasi online.
6.3.3 Meningkatnya proporsi masyarakat pengguna Teknologi, Informasi dan Komunikasi


	Misi VII : 

Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan
	7.1 Menyiapkan aksesibilitas di daerah perbatasan
	7.1.1 Terlaksananya pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan

7.1.2 Terlaksananya perdagangan lintas batas
7.1.3 Terciptanya jalur transportasi lintas batas, baik udara maupun laut

	Misi VIII : 

Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik
	8.1 Meningkatkan infrastruktur transportasi yang memadai
8.2 Menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung

8.3 Meningkatakan peran sektor swasta
	8.1.1 Terwujudnya navigasi pelabuhan Samudera Bitung

8.1.2 Terlaksananya jaringan pelayaran dan penerbangan internasional

8.1.3 Terlaksananya keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Sam Ratulangi

8.2.1 Terciptanya lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

8.3.1 Terlaksananya kerjasama dan sosillisasi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang kepada provinsi-provinsi tetangga, pelaku bisnis (eksportir dan importir), perusahaan pelayaran Internasional-Main Line Operator (MLO), dan nasional 
8.3.2 Terwujudnya peran sektor swasta serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif terlibat dalam bisnis nasional dan internasional

8.3.3 Terwujudnya peningkatan investasi di daerah


	Misi IX : 

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara
	9.1 Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata

9.2 Peningkatan pelayanan industri pariwisata

9.3 Menciptakan branding tentang Sulawesi Utara
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4.2.
Prioritas dan  Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 pada dasarnya adalah gambaran 8 program prioritas pembangunan tahun 2014 yang dikaitkan dengan 102 program pembangunan daerah yang tercantum pada RPJMD tahun 2014. Untuk rencana program prioritas Tahun 2014 pertama adalah program pembangunan dan pengembangan infrastruktur terutama pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pusat pengangkutan antar wilayah (antar pulau) serta infrastruktur pelabuhan laut dan bandara. Sedangkan prioritas kedelapan adalah program Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik yang ditunjang dengan kegiatan untuk Prorgam penyusunan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatankerjasama antar pemerintah daerah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota, serta peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah untuk mencapai sistim pemerintahan yang “Clean Government” dan “Good Governance”.
Keterhubungannya akan dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini

	Tabel  4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

	No
	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

	 
	 
	 

	I
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR

	 
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	 

	 
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan


	 

	 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan

	 

	 
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

	 

	 
	Penyediaan dan pengelolaan air baku

	 

	 
	Program Pengembangan, Pengelolaan, danKonservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya

	 

	 
	Pengembangan kinerja pengelolaan  air minum dan air limbah

	 

	 
	Program pengendalian banjir

	 

	 
	Pembangunan infrastruktur pedesaan

	 

	 
	Program Perencanaan tata ruang

	 

	 
	Program Pemanfaatan Ruang 

	 

	 
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

	 

	II
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	PENCAPAIAN MDGS (PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEMISKINAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA)

	 
	Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar

	 

	 
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

	 

	 
	Pendidikan Menengah

	 

	 
	Program Pendidikan Non Formal

	 

	 
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


	 

	 
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

	 

	 
	Pendidikan luar biasa

	 

	 
	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan


	 

	 
	Upaya Kesehatan Masyarakat

	 

	 
	Pengembangan lingkungan sehat

	 

	 
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

	 

	 
	Standarisasi pelayanan kesehatan

	 

	 
	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


	 

	 
	Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan

	 

	 
	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

	 

	 
	Peningkatan ibu melahirkan dan anak

	 

	 
	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

	 

	 
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


	 

	 
	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam


	 

	 
	Pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan


	 

	 
	Pengendalian kebakaran hutan

	 

	 
	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut


	 

	 
	Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan


	 

	 
	Penguatan Regulasi Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Terkait Penanggulangan Bencana

	 

	 
	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Terkait Kebencanaan

	 

	 
	Pencegahan dan Mitigasi Bencana

	 

	 
	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


	 

	 
	Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial

	 

	 
	Program Pembinaan Anak Terlantar

	 

	 
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

	 

	 
	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

	 

	 
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya


	 

	 
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

	 

	 
	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunandan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas sosial keagamaan dan urusan haji,


	 

	 
	Kebijakan di bidang ketenaga kerjaan, ketransmigrasian dan penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda olahraga, PP, PA, KB


	 

	 
	Peningkatan Kesempatan Kerja

	 

	 
	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

	 

	 
	Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan

	 

	 
	Penguatan Regulasi dan Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan Terkait Penanggulangan Bencana

	 

	 
	Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan

	 

	 
	Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB


	 

	 
	Pencegahan dan Mitigasi Bencana

	 

	 
	Peringatan Dini

	 

	 
	Kesiapsiagaan

	 

	 
	Tanggap Darurat Bencana

	 

	 
	Pemulihan Pasca Bencana

	 

	 
	Perencanaan Penanggulangan Bencana

	 

	IV
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN (BERAS DAN DAGING SAPI)

	 
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produksi Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi  Pertanian


	 

	 
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produksi Hortikultura

	 

	 
	Program Mendukung Pencapaian Swasembada Daging Sapi Nasional dan Komoditi Peternakan Lainnya  danProgram Peningkatan Produksi  Peternakan


	 

	 
	Program Peningkatan Pemanfaatan Benih Unggul Bersertifikat

	 

	 
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman  Perkebunan


	 

	V
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERPENCIL

	VI
	Pengembangan Nilai    Budaya
	PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA, DAN PENINGKATAN MICE SERTA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL

	 
	Pengelolaan Kekayaan Budaya

	 

	 
	Pegelolaan Keragaman Budaya

	 

	 
	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat


	 

	 
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata

	 

	 
	Pengembangan Destinasi Pariwisata

	 

	 
	Pengembangan Kemitraan

	 

	 
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya

	 

	VII
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI, EKONOMI LOKAL/KREATIF

	 
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif


	 

	 
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM


	 

	 
	Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM


	 

	 
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

	 

	 
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah


	 

	 
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

	 

	 
	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah


	 

	 
	Program Peningkatan Pengembangan Ekonomi Daerah

	 

	 
	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

	 

	 
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

	 

	 
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal

	 

	 
	Peningkatan dan pengembangan ekspor

	 

	 
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri

	 

	 
	Pengembangan industri kecil menengah

	 

	 
	Pembinan dan pengembangan usaha perdagangan

	 

	 
	Program Peningkatan kapasitas IPTeK sistem produksi

	 

	 
	Pengembangan sentra-sentra industri potensial

	 

	 
	Pengembangan sentra-sentra industri potensial/Penataan struktur industri

	 

	VIII
	Progam penyusunan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi
	REFORMASI BIROKRASI & TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

	 
	Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan


	 

	 
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan

	 

	 
	Pembinaan dan pengembangan aparatur

	 

	 
	Peningkatan kerjasama antar pemerintahan daerah

	 

	 
	Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

	 




Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait pada Tahun 2014 sesuai yang tercantum dalam RENJA 39 (tiga puluh sembilan) SPKD Provinsi TaHUN 2014, serta keterkaitan program dan kegiatan pada RPJMD tahun 2010-2015. Hal ini diharapkan untuk dapat memberikan makna penting bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk berperan aktif dalam menggerakkan koridor Sulawesi Utara yang tercantum dalam MP3EI yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian termasuk agroindustri dan membutuhkan prioritas program dalam rangka aksesibilitas yaitu infrastruktur Jalan/jembatan terutama yang menghubungkan zona-zona produksi dan kabupaten/kota, sarana dan prasarana perhubungan serta sarana dan prasarana produksi. 

Demikian juga dengan pencapaian MDGs masih diprioritaskan program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terutama komponen pemberantasan kemiskinan di daerah kabupaten kota yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hasil-hasil capaian indikator pembangunan sudah di jelaskan dalam BAB II. Uraian-uraian program prioritas yang diharapkan dapat mengakomodir semua permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Tahun 2014 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel (4.3) berikut  ini :
Tabel 4.3. Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2014
	No
	Prioritas Pembangunan
	Kinerja
	SKPD Penanggungjawab

	
	
	Indikator
	Target
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	-
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/lkota
	5 km
	Dinas PU

	 
	2
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
	-
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/lkota
	8.25 km
	Dinas PU

	 
	3
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	-
	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendaraan dengan selamat
	854.66 km
	Dinas PU

	 
	 
	 
	-
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
	77,42 km
	Dinas PU

	 
	4
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	-
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan laboratorium alat berat dan perbengkelan
	3 keg
	Dinas PU

	 
	5
	Program Tanggap darurat jalan dan jembatan
	 
	 
	1 paket
	Dinas PU

	 
	6
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di bidang Sumberdaya Air
	-
	Tersedianya informasi dan data perencana yang  lengkap tentang pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Utara
	4 laporan
	Dinas PU

	 
	7
	Program Pengamanan Pantai
	-
	Terjaminnya keselamatan jiwa dan permukiman masyarakat pesisir dari terjangan ombak/gelombang
	700 m
	Dinas PU

	 
	 
	 
	-
	Tersedianya infrastruktur pengaman pantai sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari bangunan-bangunan pengaman pantai
	700 m
	Dinas PU

	 
	8
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya
	-
	Tersedianya air baku untuk memenui kebutuhan pokok air baku sehari-hari
	23 unit
	Dinas PU

	 
	 
	 
	-
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistim irigai yang ada
	2.910 ha (rehab)
	Dinas PU

	 
	 
	 
	 
	 
	12.380,4 ha (OP)
	Dinas PU

	 
	9
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	-
	Terkendalinya erosi dan sedimentai pada tebing-tebing dan bdan sungai
	5 unit
	Dinas PU

	 
	10
	Program Pengendalian Banjir
	-
	Tersedianya infrastruktur yang menahan limpasan air sungai ke areal pertanian, persawahan, dan permukiman serta mencegah terjadinya longsoran pada bantaran sungai
	2.000 m
	Dinas PU

	 
	 
	 
	 
	 
	2.000 m (OP)
	Dinas PU

	 
	11
	Program Kelembagaan Dewan Sumber Daya Air
	-
	Tersedianya kebujakan-kebijakan serta peraturan Pemerintajh daeah Prov. Sulut tentang pengelolaan SDA 
	1 laporan
	Dinas PU

	 
	12
	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 
	-
	 
	 
	Dinas PU

	 
	13
	Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan
	-
	 
	 
	Dinas PU

	 
	14
	Program Perencanaan Tata Ruang
	-
	 
	 
	Dinas PU

	 
	15
	Program Pengendalian Tata Ruang
	-
	 
	 
	Dinas PU

	 
	16
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	-
	 
	 
	Dinas PU

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	PENCAPAIAN MDG's (PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEMISKINAN)
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	-
	Terlaksananya pendidikan bagi Anak Usia Dini di daerah
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	2
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	-
	Terlaksananya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Sulut
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	3
	Program Pendidikan Menengah
	-
	Meningkatnya siswa yang lulus pendidikan menengah di Sulut
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	4
	Program Pendidikan Non Formal
	-
	Meningkatnya siswa yang mendapatkan pendidikan formal di Sulut
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	5
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	-
	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Sulut
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	6
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	-
	Terlaksananya manajemen pelayanan pendidikan
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	7
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	-
	Meningkatnya mutu pendidikan di Sulut
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	8
	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
	-
	Terlaksananya program wajib belajar dua belas tahun di Sulut
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	9
	Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreativitas dan Prestasi Siswa
	-
	Terlaksananya pembinaan seni, bakat, kreativitas dan prestasi siswa
	 
	Dinas Pendidikan

	 
	10
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	-
	Terlaksananya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	11
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	-
	Meingkatnya pelayanan kesehatan lansia
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	12
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
	-
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	13
	Program Pembinaan 
Gizi Masyarakat
	-
	Terlaksananya pembinaan gizi masyarakat
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	14
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	-
	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	15
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	-
	Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	16
	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
	-
	Terlaksananya promosi dan pemberdayaan masyarakat
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	17
	Program Upaya Kesehatan
	-
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	18
	Program Obat 
dan 
Perbekalan Kesehatan
	-
	Terfasilitasinya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	19
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	-
	Terfasilitasinya pelaksanaan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	20
	Program Penanggulangan Wabah dan Bencana
	-
	Terlakasnaanya penanggulangan wabah dan bencana
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	21
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
	-
	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	22
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
	-
	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata
	 
	Dinas Kesehatan

	 
	23
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	-
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	 
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

	 
	24
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
	-
	Terfasilitasinya penempatan dan perluasan kesempatan kerja
	 
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

	 
	25
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	-
	Terlaksananya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja
	 
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

	 
	26
	Program Jaminan dan Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial
	-
	Tersedianya jaminan dan bantuan sosial kesejahteraan sosial
	 
	Dinas Sosial

	 
	27
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
	-
	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
	 
	Dinas Sosial

	 
	28
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	-
	Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	 
	Dinas Sosial

	 
	29
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	-
	Terbinanya para penyandang cacat dan trauma
	 
	Dinas Sosial

	 
	30
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
	-
	Terbinanya panti asuhan/panti jompo
	 
	Dinas Sosial

	 
	31
	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
	-
	Terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
	 
	Dinas Sosial

	 
	32
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	-
	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	 
	Dinas Sosial

	 
	34
	Program Pembinaan Anak Terlantar
	-
	Terlaksananya pembinaan pada anak terlantar
	 
	Dinas Sosial

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM, PELESTARIAN HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Program Pemulihan Daerah Bencana
	-
	Terselenggaranya pemulihan daerah bencana
	5 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	2
	Program Pengurangan Resiko Bencana
	-
	Terselenggaranya program pengurangan resiko bencana
	2 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	3
	Program Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat
	-
	Terselenggaranya pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat
	2 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	4
	Program Penanganan Darurat
	-
	Terselenggaranya penanganan darurat
	6 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	5
	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana
	-
	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana
	4 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	6
	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 
	-
	Terselenggaranya pencegahan dan mitigasi bencana
	1 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	7
	Program Pengembangan Budaya Sadar Bencana
	-
	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
	4 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	8
	Program Penguatan Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Terkait Penanggulangan Bencana
	-
	Tersusunya Peraturan guna peningkatan kapasitas kelembagaan terkait penanggulangan bencana 
	1 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	9
	Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Terkait Kebencanaan
	-
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat terkait kebencanaan
	1 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	10
	Program Peringatan Dini
	-
	Terbangunnya sistem peringatan dini daerah 
	2 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	11
	Program Kesiapsiagaan Bencana
	-
	Terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
	4 kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN (BERAS DAN DAGING SAPI)
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	-
	Meningkatnya kesehateraan petani
	 
	Dinas Pertanian & Peternakan

	 
	2
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	-
	Meningkatnya ketahanan pangan di Sulut
	 
	Dinas Pertanian & Peternakan; Badan Ketahanan Pangan

	 
	3
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)
	-
	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian
	 
	Dinas Pertanian & Peternakan

	 
	4
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)
	-
	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian
	 
	Dinas Pertanian & Peternakan; BAKORLUH

	 
	5
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	-
	Meningkatnya produksi pertanian 
	 
	Dinas Pertanian & Peternakan

	 
	6
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	-
	Menurunnya angka ternak kematian ternak
	 
	Dinas Pertanian & Peternakan

	 
	7
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	-
	Meningkatnya produksi hasil peternakan
	 
	Dinas Pertanian & Peternakan

	 
	8
	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan
	-
	Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang pertanian
	 
	Dinas Pertanian & Peternakan

	 
	9
	Program Pemberdayaan Petani/Nelayan
	-
	Meningkatnya kapasitas petani/nelayan
	 
	BAKORLUH

	5
	PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERPENCIL
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN PENINGKATAN M.I.C.E SERTA PELESTARIAN BUDAYA
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Program Pengembangan Destinasi
	-
	 
	 
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	 
	2
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	-
	 
	 
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	 
	3
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	-
	 
	 
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	 
	4
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	-
	 
	 
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI, EKONOMI LOKAL/KREATIF
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	-
	Koperasi aktif
	 
	Dinas Koperasi dan UMKM

	 
	2
	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
	-
	Jumlah UMKM
	 
	Dinas Koperasi dan UMKM

	 
	3
	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
	-
	wirausaha baru
	 
	Dinas Koperasi dan UMKM

	 
	4
	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 
	-
	Jumlah UMKM
	 
	Dinas Koperasi dan UMKM

	 
	5
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Perikanan Tangkap
	-
	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan tangkap
	 
	Dinas Kelautan & Perikanan

	 
	6
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
	-
	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya
	 
	Dinas Kelautan & Perikanan

	 
	7
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
	-
	Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investsi, distribusi dan akses pasar
	 
	Dinas Kelautan & Perikanan

	 
	8
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	-
	Sulut berbasis penurunan IUU Fishing serta kegiatan yang merusak
	 
	Dinas Kelautan & Perikanan

	 
	9
	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PPK
	-
	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan PPK
	 
	Dinas Kelautan & Perikanan

	 
	10
	Program Pengembangan Kualitas SDM dan IPTEK
	-
	Meningkatnya SDM aparatur, dan SDM nelayan pembudidaya, pengolah dan masyarakat pesisir; tersedianya informasi kelautan dan perikanan
	 
	Dinas Kelautan & Perikanan

	 
	11
	Program Pengembagan Kelembagaan
	-
	 
	 
	 

	 
	12
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 
	-
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan di Sulut
	 
	Dinas ESDM

	 
	13
	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak
	-
	Terlaksananya pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
	 
	Dinas ESDM

	 
	14
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	-
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan


	 
	Dinas ESDM

	 
	15
	Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
	-
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan minyak dan gas bumi
	 
	Dinas ESDM

	 
	16
	Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral
	-
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral
	 
	Dinas ESDM

	 
	17
	Program Peningkatan Kualitas dan Arus Informasi
	-
	Meningkatnya kualitas dan arus informasi tentang bidang ESDM
	 
	Dinas ESDM

	 
	18
	Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan
	-
	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan di Sulut
	 
	Dinas ESDM

	 
	19
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 
	-
	Terlaksananya revitalisasi dan penumbuhan industri kecil menengah
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	20
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	-
	Meningkatnya kemampuan pengunaan teknologi industri pada IKM di Sulut
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	21
	Program Penataan Struktur Industri
	-
	Terlaksananya penataan struktur industri di Sulut
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	22
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
	-
	Terwujudnya pengembangan sentra-sentra industri potensial di Sulut
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	23
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	-
	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	24
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 
	-
	Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	25
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	-
	Meningkatnya nilai dan volume ekspor produk-produk Sulut
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	26
	Program Pengembangan Ekspor Nasional
	-
	Meningkatnya ekspor Sulut
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	27
	Program Pelayanan Pengawasan Mutu Barang Ekspor / Impor
	-
	Terlaksananya pengawasan mutu barang ekspor/impor di Sulut
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	28
	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Komoditi Ekspor, Impor dan Barang Beredar
	-
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian komoidti ekspor, impor dan barang beredar di Sulut
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	29
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	-
	Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	30
	Program Penunjang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	-
	Tersedianya kegiatan penunjang pengembangan industri kecil dan menengah di Sulut
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	31
	Program Penunjang Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	-
	Tersedianya kegiatan penunjang peningkatan dan pengembangan ekspor
	 
	Dinas Perindustrian & Perdagangan

	 
	32
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	-
	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi di Sulut
	 
	BKPM/KPPT

	 
	33
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	-
	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi di Sulut
	 
	BKPM/KPPT

	 
	34
	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
	-
	Terfasilitasinya penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
	 
	BKPM/KPPT

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	-
	Meningkatnya kinerja SKPD
	 
	Seluruh SKPD di Sulut

	 
	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	-
	Meningkatnya kinerja SKPD
	 
	Seluruh SKPD di Sulut

	 
	3
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	-
	Meningkatnya disiplin aparatur PNS di Sulut
	 
	Seluruh SKPD di Sulut

	 
	4
	Program  Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
	-
	Tertatanya sistem pelaporan keuangan SKPD Sulut
	 
	Seluruh SKPD di Sulut

	 
	5
	Program Penganggaran Daerah
	-
	Tersedianya Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah
	2 Pergub; 2 Perda
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	6
	Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah
	-
	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungnawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu serta peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Daerah
	1 dokumen
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	7
	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Satuan SKPD
	-
	1). Tersajinya informasi keuangan dan barang milik daerah yang akurat; 2). Tersajinya Informasi UAPPA/ B-W yang akurat
	2 paket
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	8
	Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daeah
	-
	1). Terlaksananya Perda tentang Investasi; 2). Tersajinya Hutang dan Piutang Daerah secara akurat
	1 perda; 1 laporan
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	9
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	-
	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	1 laporan
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	10
	Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah
	-
	Tersedianya Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah
	1 laporan
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	11
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
	-
	Terwujudnya Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Kompeten
	4 Kegiatan
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	12
	Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
	-
	Meningkatnya Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Kabupaten/ Kota
	1 laporan
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	13
	Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	-
	Terlaksananya Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah
	1 dokumen
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	14
	Program Pengelolaan Belanja Transfer
	-
	Terlaksananya Belanja Transfer Pemerintah Provinsi
	1 dokumen
	Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah

	 
	15
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	-
	Terwujudnya Pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan dengan berbasis teknologi
	 
	Dinas Pendapatan Daerah

	 
	16
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 
	-
	Terwujudnya Layanan Informasi publik atas pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi
	 
	Dinas Pendapatan Daerah

	 
	17
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
	-
	Meningkatnya kinerja, disiplin dan administrasi kepegawaian
	 
	Dinas Pendapatan Daerah

	 
	18
	Program pengelolaan pendapatan daerah
	-
	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah
	 
	Dinas Pendapatan Daerah

	 
	19
	Program penelitian dan pengembangan pendapatan daerah
	-
	Tersedianya kajian potensi dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah
	 
	Dinas Pendapatan Daerah

	 
	20
	Program intensifikasi pengelolaan pajak daerah 
	-
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah
	 
	Dinas Pendapatan Daerah

	 
	21
	Program pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, aset dan personil
	-
	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan pendapatan belanja, aset dan personil
	 
	Dinas Pendapatan Daerah

	 
	22
	Program optimalisasi pengelolaan dana perimbangan 
	-
	Terwujudnya koordinasi pengelolaan dana bagi hasil
	 
	Dinas Pendapatan Daerah

	 
	23
	Program pembinaan dan pengembagan aparatur
	-
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur di lingkungan Pemerintah Prov. Sulut
	 
	Badan Kepegawaian Daerah

	 
	24
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal  dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	-
	Terlaksananya peningkatan Sistem Pengawasan Internal  dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	 
	Inspektorat

	 
	25
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	-
	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
	 
	Inspektorat

	 
	26
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	-
	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	 
	Biro Pembangunan

	 
	27
	Program Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Akuntanbilitas
	-
	Terlaksananya perumusan kebijakan dan pengembangan pelayanan publik dan akuntabilitas
	 
	Biro Pembangunan

	 
	28
	Program Penataan dan Penyempurnaan  Kebijakan  Sistem dan Prosedur pengawasan
	-
	Terlaksananya pernataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
	 
	Biro Pembangunan

	 
	29
	Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	-
	Terlaksananya pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	 
	Biro Pembangunan

	 
	30
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
	-
	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 
	 
	Biro Pembangunan

	 
	31
	 Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	-
	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan di daerah
	 
	Biro Pembangunan

	 
	32
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
	-
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah
	 
	Biro Pembangunan

	 
	33
	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
	-
	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah
	 
	Biro Pembangunan

	 
	34
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	-
	Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	 
	Biro Organisasi

	 
	35
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	-
	Tertatanya peraturan perundang-undangan 
	 
	Biro Organisasi

	 
	36
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	-
	Terwujudnya penataan jabatan SKPD sesuai kebutuhan jabatan dan kewenangan 
	 
	Biro Organisasi

	 
	37
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	-
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur salah satunya dengan sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur di bidang Kepegawaian 
	 
	Biro Organisasi

	 
	38
	Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi
	-
	Terlaksananya peningkatan ketatalaksanaan sistem dan prosedur organisasi


	 
	Biro Organisasi

	 
	39
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja
	-
	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja
	 
	Biro Organisasi

	 
	40
	Program Penyusunan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi
	-
	Terlaksananya pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Prov. Sulut
	 
	Biro Organisasi
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